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ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHAN PUTUSAN   PIDANA   TERHADAP   TINDAK  PIDANA 
PENDAHAN BARANG HASIL CURIAN TERHADAP  
(Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN. Sei Rampah)

Suharman
(235114028)
						         
Tindak pidana penadahan  sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah  faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan hasil pencurian, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN. Sei Rampah. .Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal research) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Pengaturan penadahan hasil tindak pidana pencurian menurut hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal  480 KUHP dan faktor-faktor penyebab penadahan hasil tindak pidana pencurian adalah disebabkan faktor ekonomi dan finansial. Kehidupan ekonomi pelaku yang yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Faktor ekonomi merupakan unsur terpenting dan berlaku umum pada hampir setiap kasus penadahan hasil tindak pidana pencurian, sehingga faktor ini tidak terlalu terikat terhadap pelaku, waktu, dan tempat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya penanggulangan penadahan hasil tindak pidana pencurian adalah upaya pre-emtif, upaya represif, dan upaya preventif. Upaya pre-emtif merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kali. Upaya represif merupakan upaya yang penanganan kejahatannya sudah terjadi dan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan memberi sanksi pidana kepada pelakunya dan harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintahan dan melakukan kerjasama degan masyarakat. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN. Sei Rampah  adalah seluruh unsur 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya. Hal yang memberatkan adalah  perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. 
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ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN RENDERING A
CRIMINAL VERDICT ON RECEIVING STOLEN GOODS
(Study of Verdict No. 155/Pid.B/2024/PN. Sei Rampah)

SUHARMAN
(235114028)

The criminal act of receiving stolen goods remains a dilemma and a significant issue that
requires resolution. The problems examined i this thesis are the factors contributing to the
occurrence of the crime of receiving stolen motor vehicles, the efforts to combat the crime
of receiving stolen goods, and the legal considerations of the judge in Verdict No.
155/Pid.B/2024/PN. Sei Rampah. This research employs a descriptive method using a
normative (legal research) approach, focusing on examining various legal aspects from the
standpoint of applicable regulations. The regulation of receiving stolen goods under the
current laws in Indonesia is stipulated in Article 480 of the Indonesian Criminal Code
(KUHP), and the factors leading to receiving stolen goods are primarily economic and
financial difficulties. The offenders typically come from economically disadvantaged
backgrounds, with low levels of education. Economic factors are a dominant element in
nearly all cases of receiving stolen goods, making them less dependent on the specific
circumstances of the offender, time, or place. The research findings show that the efforts to
combat the crime of receiving stolen goods include pre-emptive, repressive, and preventive
measures. Pre-emptive measures aim to prevent crime from occurring for the first time,
while repressive efforts deal with crimes that have already occurred. Preventive measures
involve imposing criminal sanctions on offenders and are seen as urgent actions that
should be implemented immediately in cooperation with relevant agencies such as non-
governmental organizations (NGOs), government institutions, and community groups. The
Judge’s legal considerations in Verdict No. 155/Pid.B/2024/PN. Sei Rampah include the
Sulfilment of all elements under Article 480 paragraph (1) of the Indonesian Criminal
Code, with no exonerating or justifying circumstances. Consequently, the defendant was
declared guilty, and both aggravating and mitigating factors were considered. Mitigating
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